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Humpuss Jalankan Bisn
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Konservatjf Tahun Im

JAKARTA - PT Humpuss Inter-
moda Transportasi Thk (HITS) bakal
lebih konservatif dalam menjalan-
kan bisnisnya tahun ini. Perseroan
memandang, meskipun tender yang

berkaitan dengan pengangkutan min- -

vak dan gas (migas) cukup banyak;
terdapat sejumlah pertimbangan
yvang mengharuskan Humpuss tetap
berhati-hati. ,

Presiden Direktur Humpuss
Intermoda Transportasi Theo Le-
katompessy mengatakan, saat ini
masih ada ketidakpastian, gejolak
serta persoalan dalam regulasi in-
dustri migas. Meskipun pemerintah
cukup agresif dalam mengembanglkan
infrastruktur energi, Theo menilai
ada beberapa hal yang diperhatikan
olehnya.

Pertama adalah secara makro, ter-
dapat peraturan pemerintah tentang
migas yang masih tumpang tindih.
“Itu yang membuat kami agak hati-
hati,” jelas dia kepada Investor Daily
di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, dia juga sedikit meragu-
kan kemampuan PT Perusahaan Lis-
trik Negara (PLN) dalam menjalankan
banyaknya proyek pembangkit listrik
yang ada. Terdapat sejumlah kasus
vang menimbulkan keraguan pelaku
industri terhadap kemampuan keuan-
gan PLN.

Menurut dia, target PLN hingga
tahun-tahun mendatang cukup besar
dengan kecepatan membangun yang
luar biasa cepat. Dia menilai kondisi
itu bisa menimbulkan unsustainable
growth PLN.,

Lebih lanjut dia menerangkan,
tahun ini Humpuss akan menerapkan

strategi rekonfigurasi strategi, yakni
strategi perseroan harus sejalan den-
gan kesempatan di pasar, rencana
pemerintah serta kemampuan pers-
eroan. Menurut dia, rencana pemerin-
tah yang searah dengan kemampuan
perseroan adalah pembangunan
pembangkit listrik yang berbahan
bakar gas.

“Kami akan fokus di situ. Tahun lalu
kami sudah ditunjuk sebagai pionir
mini energi di Benoa Bali,” katanya.
Humpuss akan menduplikasi proyek
tersebut di sejumlah tempat lain.

Sementara itu, Humpuss juga masih
menunggu kepastian penandatanga-
nan perjanjian jual-beli listrik antara
konsorsuium PT Pertamina dengan
PLN pada proyek pembangkit listrik
tenaga gas uap (PLTGU) Jawa I
Konsorsium Humpuss merupakan
pemenang tender penyedia floating
storage regasification unit (FRSU)
untuk proyek tersebut.

Secara umum, Humpuss sudah
siap apabila telah terjalin kesepakatan
antara konsorsium Pertamina dan
PLN. Untuk menggarap proyek FSRU
tersebut, Humpuss membutuhkan
dana investasi sebesar Rp 3,5 triliun.

Jika terealisasi, kontrak pengiriman
gas untuk proyek tersebut selama 25
tahun. Potensi pendapatan perseroan
selama 25 tahun adalah USS 1 miliar.
Dia memperkirakan PLTGU Jawa [
akan mulai beroperasi pada 1 Januari
2020.

Proyek tersebut akan menjadi
proyek jangka panjang kedua bagi
Humpuss. Proyek jangka panjang
perseroan pertama yaitu pada awal
1990-an dengan kapal Eka Putra.(fik)
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P KEBIJAKAN IMPOR LNG

Mainan Baru Setelah Minyak

Sepudin Zuhri
sepudin.zuhri@bisnis.com

emerintah cukup
percaya diri menge-
luarkan kebijakan
impor gas alam cair
(liguefied natural gas/LNG).
Tahap pertama, PT Perusahaan
Listrik Negara dan pengembang
listrik swasta (independent
power producer/IPP) yang
diperbelehkan mendatangkan
LNG langsung dari luar negeri.
Kebijakan impor LNG oleh PLN
dan pembangkit swasta sudah
dituangkan dalam Permen
ESDM No. 11/2017 tentang
Pemanfaatan Gas Bumi untuk
Pembangkit Tenaga Listrik.
Bahkan, pemerintah segera
mengeluarkan kebijakan baru
agar tidak hanya PLN dan IPP
saja_yang bisa impor gas, sek-
tor industri pengguna gas juga
akan diperbolehkan. Namun,
pemerintah mempersyaratkan
hanya industri skala besar yang
memberikan kontribusi signifik-
an terhadap produk domestik
bruto (PDB) seperti pupuk,
petrokimia, dan baja misalnya.
Selama ini, Indonesia
menjadi eksportir gas. Bahkan,
hingga 2016, ekspor ING men-
capai 50% dari total produksi
dl_Tanah Air, sedangkan sepa-

beberapa pihak bahwa eks-

ruhnya lagi untuk kebutuhan
domestik. Artinya, penggunaan
gas untuk kebutuhan dalam
negeri belum optimal.

Oleh karena itu, salah satu
program pemerintah di sektor
energi adalah meningkatkan
penggunaan gas di dalam
negeri sehingga diharapkan
tidak lagi diekspor LNG.
Demikian juga dengan batu
bara yang diharapkan semakin
besar dikonsumsi di dalam
negeri bukan dikapalkan ke
negara lain.

Pemanfaatan gas di dalam
negeri yang belum optimal
juga disebabkan infrastruktur
yang belum banyak terbangun.
Fasilitas penyimpanan dan
regasifikasi (FSRU) di Tanah
Air misalnya hanya ada empat
unit. Pipa transmisi dan dis--
tribusi gas juga belum banyak
tersambung.

Misalnya proyek pipa gas
Cirebon—Semarang masih jalan
di tempat. Minimnya infrastruk-
tur tersebut membuat distribusi
gas sulit dilakukan.

Fakta lain yang ada yaitu
harga gas di dalam negeri yang
relatif tinggi jika dibandingkan
dengan beberapa negara lain-
nya.

Meskipun ada penilaian dari
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por LNG salah satunya agar

. Indonesia terus mengimpor

bahan bakar minyak (BBM)
dan minyak mentah. Ada be-
narnya juga. Ketika 100% gas
dimanfaatkan di dalam negeri,
kebutuhan BBM akan turun
drastis. Pembangkit listrik- yang
selama ini menggunakan Solar
akan beralih ke gas. Artinya
impor BBM dan minyak bisa
ditekan.

Bagaimana dengan kebijakan
pemerintah membuka impor

- LNG? Kebijakan itu keluar

setelah upaya pemerintah
memangkas harga gas sulit
tercapai. Butuh waktu 1,5
tahun untuk merealisasikan
penurunan harga gas. Itu

pun hanya untuk tiga sektor
industri yaitu pupuk, baja, dan
petrokimia, sedangkan sektor
lainnya belum tersentuh.

BUTUH WAKTU

Awal Oktober 2015, peme-
rintah.-mengeluarkan paket
kebijakan ekonomi jilid 1
yang isinya a.l. harga gas -
industri diturunkan menjadi
US$7 per MMBtu, pengurang-
an bagi hasil negara dari gas
sekitar US$2 per MMBtu mulai
1 Januari 2016. Namun, hingga
awal Januari, paket kebijakan
itu belum dapat diterapkan.




Untuk melaksanakan paket
kebijakan itu keluar Perpres
No. 40/2016 tentang Penetap-
an Harga Gas Bumi pada
Mei 2016. Dalam Perpres itu,
ada tujuh sektor yang akan
memperoleh diskon harga gas.

Setelah Perpres keluar Mei
2016, kemudian Permen ESDM
yang mengatur pemangkas-
an harga gas untuk tiga
sektor yaitu pupuk, baja, dan
petrokimia keluar pada akhir
2016. Akhirnya, pada 1 Januari
2017 baru ketiga sektor itu
yang mendapatkan pemangkas-
an harga gas, sedangkan sektor
lainnya masih menunggu
hingga saat ini. :

Butuh waktu cukup lama
untuk merealisasikan pemang-

kasan harga gas. Ternyata tidak

mudah. Latar belakang tersebut
sepertinya menjadi alasan
pemerintah mengeluarkan
kebijakan imper LNG. Padahal,
berdasarkan data pemerintah,
defisit gas di dalam negeri
baru akan terjadi pada 2019.
Impor LNG hanya dapat
dilakukan ketika harga di
dalam negeri 8—11% dari
harga minyak (ICP).' Namun,
kebijakan itu tidak sesuai de-
ngan semangat untuk meng-
- optimalkan pemanfaatan gas di
Tanah Air. )

Padahal, ketergantungan
Indonesia terhadap impor
BBM dan minyak mentah saat-
ini cukup mengkhawatirkan.
Beruntung gas masih sur- -
plus. Namun, kebijakan impor

LNG itu dikhawatirkan seperti -

yang terjadi pada minyak.

Ada kelompok yang menjadi
pemburu rente’ dalam kegiatan
impor minyak. Impor gas ini
dikhawatirkan menjadi mainan
baru seperti halnya yang terjadi
pada minyak selama ini.

KETERGANTUNGAN

Padahal, pemerintah menge-
luarkan kebijakan impor LNG
bertujuan untuk memberikan
harga gas kepada industri
lebih kompetitif sehingga daya
saing produk nasional makin
meningkat. Namun, dampak
ketergantungan terhadap impor
juga patut diwaspadai.

Beberapa pengembangan blok
migas di Tanah. Air pada saat
ini belum bisa dilakukan kare-
na tidak adanya calon pembeli
gas. Kalaupun ada industri
yang tertarik menyerap gas dari
lapangan migas itu, harga yang
diminta belum memenuhi skala
ekonomi kontraktor kontrak
kerja sama.

Pengembangan Blok Kasuri

di Papua hingga kini masih

terganjal karena belum ada
pembeli gas. Demikian juga
dengan Blok East Natuna dan
Lapangan Jambaran Tiung _
Biru. Ada sebuah ironi. Ketika
beberapa lapangan .gas domes-
tik sulit mendapatkan pembeli
gas, keran impor LNG justru
dibuka. Bukankah itu justru
membuat pengembangan blok:
migas makin sulit dilakukan.

Solusi mengatasi harga gas di
Tanah Air agar lebih kompetitif
harus dilihat secara propor-
sional. Mulai dari sisi hulu.
Rencana kerja para kontraktor
perlu dilihat lagi dan dilakukan
efisiensi dengan memangkas
kegiatan yang dianggap tidak
perlu sehingga harga gas bisa
ditekan.

Di sisi midstream, tata nigas
gas bisa diperpendek dengan
memangkas ‘trader kertas’,
trader yang tidak memiliki
infrastruktur dan hanya meng-
andalkan alokasi gas dari
pemerintah. Pemerintah juga
perlu mengatur sewa pipa atau
toll fee; bahkan kalau perlu
margin pelaku usaha niaga gas
untuk dibatasi,

Namun, hal yang paling
utama adalah pembangunan
infrastruktur gas yang masif
sudah. harus segera dilakukan

oleh pemerintah.




